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A. Akad Wadi’ah
1. Pengertian Wadi’ah

Istilah “wadi’ah” berasal dari kata kerja “wada’a”,
yang artinya menyerahkan, menitipkan, atau menyimpan.
Menurut para ulama Syafi’i dan Maliki, wadi’ah merupakan
gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang
penting dengan suatu cara tertentu. Para ulama Hambali
menambahkan elemen amal ketika mendefinisikan wadi’ah,
sebagai gambaraan penjagaan (harta orang lain) dan dilakukan
(oleh penjaga) sebagai amal (lbn Muflih, Al-Furu’, 7/210).
Secara singkat, wadi’ah adalah segala harta yang diserahkan
olen pemilik atau wakil pemilik kepada pihak lain agar

menjaganya. Tindakan ini dilakukan atas dasar amal.!

Secara bahasa wadi’ah berarti meninggalkan , titipan
atau kepercayaan. Para ahli figh sepakat wadi’ah hanya sebagai
amanah yang tidak dipertanggungjawabkan. Secara istilah,
wadi’ah adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau
mengamalkannya tanpa dibebani biaya sedikitpun. Wadi’ah juga

L ISRA, Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan operasi, ed.1, cet.1,
Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 319
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berarti barang yang dititipkan kepada seseorang dengan tujuan

barang tersebut aman dan kembali dalam keadaan utuh.?

Jadi, wadi’ah adalah akad penitipan dari pihak yang
mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima
titipan dengan catatan kapanpun titipan dapat diambil pihak
penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang
titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin

pengembalian barang titipan.

Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadi’ah, cara
penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan
pada pemilik barang dan hal-hal lain yang dianggap penting.®

2. Dasar Hukum Wadi’ah
a. Al-Qur’an

Wbl L) sy 15 3358 &1 &0 ann &y

Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  untuk
menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak
menerimanya. (QS. An-Nisaa (4): 58).

2 Ahmad Dahlan, BankSyariah: Teoritik, Praktik, Kritik, Yogyakarta:
Teras, 2012, h. 124-125

% Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 3,
Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 250
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Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya
dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
(QS. Al-Bagarah (2): 283).*
b. Al-Hadist
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw
bersabda, “Sampaikanlah amanat kepada yang berhak
menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang
yang telah mengkhianati.” (HR. Abu Daud. Menurut
Tirmidzi hadist ini Hasan, sedangkan Imam Hakim
mengkategorikan sahih).
Ibnu Umar berkata bahwasannya Rasulullah saw telah
bersabda, “ Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang
yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci”.
(HR. Thabrani).’
Disunnahkan untuk menerima titipan bagi orang yang
mengetahui bahwa dirinya dapat dipercaya dan mampu
menjaga titipan tersebut. sebab hal itu mengandung pahala
besar, sebagaimana yang tertuang dalam hadist Nabi:
£al 038 G Sl o WL Sl gse s
“Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu

menolong saudaranya.”

*Muhammad Syafi’i Antonio,Bank Syariah..., h. 85
% Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga..., h. 66
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Selain itu, manusia memang butuh untuk menitipkan
kepada orang lain. Namun bagi orang yang tidak yakin
dirinya mampu menjaga titipan, maka makruh untuk
menerima titipan.

Diantara aturan dalam wadi’ah adalah jika wadi’ah
hilang atau rusak di tempat orang yang dititipi, sedangkan
orang tersebut tidak berlaku teledor, maka ia tidak
menanggungnya. Seperti jika wadi’ah tersebut lenyap di
tengah-tengah hartanya. Hal itu karena penerima titipan
adalah orang yang amanah, dan orang yang amanah tidak
dikenai tanggungan selama tidak melakukan pelanggaran.
Dalam hadist yang di dalamnya ada sisi kedha’ifan bahwa
Nabi bersabda:

Al Haa b Aai 2o 5l

“Barangsiapa dititipi suatu titipan maka ia tidak dikenai
tanggungan.” (HR. Ibnu Majah)°

3. Rukun dan Syarat

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan

prinsip wadi’ah adalah sebagai berikut:

a.

Barang yang dititipkan,

b. Orang yang menitipkan (penitip),

C.

Orang yang menerima titipan atau penerima titipan,dan

® Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, Mulakhkhas Fighi, jilid 2, cet. 1,
Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, h. 271-272
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d. ljab Qobul.’

Aturan-aturan dan Syarat-syarat dasar Wadi’ah sebagai berikut:

a. Penawaran (ijab)dan penerimaan (gabul): Mayoritas ahli
figh memiliki pandangan bahwa di dalam kontrak wadi’ah
harus dilakukan penawaran dan penerimaan yang sahih
(Zakariyya Al-Ansari, Asna Al-Matalib,6/179).

b. Para pihak yang berkontrak: deposan dan wali haruslah
individu-individu yang berakal sehat (Al-Qarafi, Al-
Dzakhirah, 7/304). Mazhab hanafi memandang bahwa
mencapai usia dewasa tidak wajib, asalkan memperoleh
persetujuan dari orangtua untuk melakukan bisnis (Al-
Kasani, Bada’i Al-Shana’i, 6/326). Disisi lain, kebanyakan
ahli figh Muslim berbagi suatu pandangan lazim bahwa para
pihak yang berkontrak harus memenuhi syarat menjadi
wakil, yakni mereka haruslah individu-individu yang berakal
sehat, serta mencapai usia dewasa dan memiliki intelegensi
(Al-Qarafi, Al-Dzakhirah,7/304). Para ahli figh juga
menyampaikan bahwa siapapun yang memenuhi syarat
menjadi wakil, diperbolehkan menjadi wali, dan siapapun
yang memenuhi syarat menjadi pihak yang diwakili, juga
diperbolehkan menjadi IAH (Al-Syargawi, Hasyiyah al-

Syargawi, 3/208). Lebih jauh lagi, wali harus memastikan

” Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank
Syariah, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 20
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kemampuan untuk memelihara simpanan tersebut. la harus
menarik diri dari pengambilan simpanan tersebut bila ia
tidak dapat memastikan bahwa ia akan mengembalikannya
kepada IAH pada waktu yang sudah ditentukan (Zakariyya
Al-Ansari, Asna Al-Matalib, 6/178).

Harta yang disimpankan: Harta yang disimpankan harus
dimiliki dan dapat disampaikan. Jenis barang yang disimpan

harus berbentuk harta yang dapat dimiliki secara fisik.?

Ketentuan syariah, yaitu:

a.

Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga
dan memelihara barang titipan.

Objek wadi’ah, benda yang dititipkan harus jelas dan
diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.

ljab gabul (serah terima), adalah pernyataan dan ekspresi
saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang
dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau

menggunakan cara-cara komunikasi modern.’

Sedangkan syarat wadi’ah yang harus dipenuhi adalah syarat

bonus yaitu:

a.
b.

Bonus merupakan kebijakan penyimpan; dan

Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.*

¥ ISRA, Sistem Keuangan..., h.320
°Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah..., h. 252
19 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2008, h. 44



17

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban
untuk memberikan imbalan dan bank syari’ah dapat
mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Bank syariah
tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip
wadi’ah dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik
dana wadi’ah merupakan kebijakan bank syari’ah itu
sendiri, sehingga dalam praktik bank syari’ah yang satu
tidak sama dengan bank syari’ah yang lain. Ada bank
syari’ah yang memberikan bonus dan ada bank syari’ah

yang tidak memberikan bonus."*

4. Tabungan Wadi’ah

Tabungan wadi’ah adalah simpanan yang penarikannya
hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat

dipersamakan dengan itu.

Para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian
tabungan merupakan simpanan yang bersifat sementara,
maksudnya simpanan untuk menunggu apakah untuk investasi,
untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik

sewaktu-waktu dalam bentuk giro.

! Wiroso,Penghimpun Dana..., h. 20-21
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Namun, dengan dikeluarkannya ketentuan Bank

Indonesia yaitu SK Dir Bl Nomor 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989
dan SE Nomor 22/133/UPG tgl 01-12-1989, dimana dalam
ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan

tabungan yaitu:

Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi

bank atau ATM.

Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro

atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis.

Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam

bentuk rupiah,.

Ketentuan  mengenai  penyelenggaraan  tabungan

ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan

Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk

menetapkan sendiri, yakni:

1) Cara pelayanan sistem administrasi, setoran,
frekuensi  pengambilan, tabungan pasif dan
persyaratan lain.

2) Besarnya suku bunga, cara perhitungan, dan
pembayaran bunga serta pemberian insentif,
termasuk undian,

3) Nama tabungan yang diselenggarakan.?

“Wiroso,Penghimpun Dana..., h.26-27
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5. Giro Wadi’ah

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Pasal 1
Ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan
yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran
lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan

ketentuan tentang giro wadi’ah sebagai berikut:

a. Bersifat titipan
b. Titipan bisa diambil kapan saja
C. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam
bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari
pihak bank.™
6. Fatwa MUI Tentang Wadi’ah
a. Fatwa MUI Tentang Tabungan Wadi’ah
Fatwa MUI ini berdasarkan pada Fatwa DSN 02/DSN-
MUI/1V/2000 tentang Tabungan:
Pertama : Tabungan ada dua jenis:
1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara
syari’ah, yaitu tabungan yang berdasarkan

perhitungan bunga.

3 Wiroso, Penghimpun Dana..., h.24
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Kedua

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan
yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan
Wadi’ah.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan
Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak
sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan
bank sebagai mudharib atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank
dapat melakukan berbagai macam usaha
yang tidak bertentangan dengan prinsip
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk
di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya,
dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan
dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam
akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya
operasional tabungan dengan menggunakan

nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
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6. Bank tidak diperkenankan mengurangi
nisbah keuntungan nasabah tanpa

persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga  : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan
Wadi’ah:

1. Bersifat simpanan.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call)
atau berdasarkan kesepakatan.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali
dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang
bersifat sukarela dari pihak bank.**

b. Fatwa DSN-MUI Tentang Sertifikat Wadi’ah Bank

Indonesia

Fatwa DSN-MUI No. 36/ DSN-MUI/X/ 2002
tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI)

menentukan sebagai berikut:
Pertama:

1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan
instrumen moneter berdasarkan Prinsip Syari’ah yang

dinamakan Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI),

14 Ahmad Ilham Sholihin, Pedoman Umum..., h. 137
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yang dapat dimanfaatkan oleh bank syari’ah untuk
mengatasi kelebihan likuiditasnya.

Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah
akad wadi’ah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN
No. 02/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Tabungan.

Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang
disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang
bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.

SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/ XI11/2007 tentang
Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah (SBIS)."

7. Jenis-Jenis Wadi’ah

Secara umum wadi’ah adalah titipan murni dari pihak
yang menitipkan barang atau aset kepada pihak penyimpan yang
diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan

hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari

1> Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syari’ah: Produk-produk dan

Aspek-aspek Hukumnya, cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 353
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kerusakan, kerugian, keamanan,dan keutuhannya, serta

dikembalikan kapan saja ketika penyimpan menghendaki.

Wadi’ah ada dua jenis, yaitu:
a. Wadi’ah yad Amanah

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak
penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah yad al-
amanah “tangan amanah” yang berarti bahwa penyimpan
tidak diharuskan bertanggungjawab jika sewaktu dalam
penitipan terjadi kehilangan dan kerusakan pada dana
atau barang titipan, selama hal tersebut bukan dari
kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam
memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitipan
boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai
kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan barang
atau aset.

Dengan menggunakan prinsip wadi’ah yad al-
amanah, penyimpan tidak boleh menggunakan atau
memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan,
melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau
aset yang dititipkan tidak boleh dicampurandukkan
dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan

untuk masing-masing barang atau aset penitip.
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Skema wadi’ah yad Amanah

1
JV ( ) A\ 4
Pihak yang oo > Penerima titipan
menitipkan \&) -
(©)]
Keterangan:

(1) Pihak yang menitipkan menyepakati akad wadi’ah dengan
penerima titipan
(2) Pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan
oleh penerima titipan
(3) Penerima titipan menyerahkan barang kembali kepada pihak
yang menitipkan ketika diminta.®
b. Wadi’ah yad Dhamanah
Dari prinsip yadal-amanah “tangan amanah”
kemudian berkembang prinsip ya-dhamanah ‘“tangan
penanggung”  yang mempunyai arti bahwa pihak
penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan
atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset
titipan.
Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan juga

sekaligus penjamin keamanan barang atau aset yang

'°Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah..., h. 251
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dititipkan. Hal ini juga berarti bahwa pihak penyimpan
telah memperoleh izin dari pihak penitip untuk
menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang
dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu,
dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan
mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara
utuh jika penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan
anjuran Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan
yang produktif.

Prinsip  ini  memperbolehkan  penyimpan
mencampurkan aset penitip dengan aset penyimpan atau
aset penitip yang lain, kemudian digunakan untuk tujuan
produktif —agar memperoleh  keuntungan. Pihak
penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari
pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh
atas risiko yang mungkin terjadi pada barang atau aset
yang dititipkan. Selain itu, penyimpan juga berhak
memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa adanya
akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.’

8. Aplikasi Perbankan
Mengacu pada pengertian yad dhamanah, bank sebagai
penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadi’ah untuk

tujuan:

7 Ascarya, Akad dan Produk...,h. 42-44
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- Current account (giro).

- Saving account (tabungan berjangka).

Sebagai konsekuensi dari yad dhamanah, semua
keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi
milik bank. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan
keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro

lainnya.

Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang
telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk
memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak
disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam
nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul

merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Skema Wadi’ah Dhamanah

v

Nasabah (Penitip) Bank (Penyimpan)

A

Dunia Usaha (User
Of Fund)
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Keterangan:

Dengan konsep wadi’ah yad dhamanah, pihak yang
menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan
uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam
hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank
dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk

bonus.®

B. Arisan
1. Pengertian Arisan

Avrisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang
yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di
antara mereka untuk menentukan siapa yang akan
memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan

secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.*®

Sedangkan dalam hukum perjanjian adat, kerjasama
kaum wanita atau para isteri pegawai negeri seringkali disebut
dengan “arisan uang”dan “arisan barang”. Setiap anggota arisan
menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati jumlahnya
bersama setiap bulan, kemudian dengan jalan undian ditentukan

siapa diantara anggota peserta yang mendapat giliran memakai

'8 Muhammad Syafi’i Antonio,Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,
Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 87-89
1% kbbi.com
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sejumlah uang yang dikumpulkan itu. Adakalanya uang itu
bukan dibagikan tetapi dibelikan pada suatu barang, barang
pakaian, perabot rumah tangga, alat dapur atau perhiasan dan
diserahkan kepada anggota peserta yang mendapat giliran untuk

mendapatkannya.”
Jenis-jenis Arisan

Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak
mengalami perubahan.Sesuai dengan berkembangnya zaman
banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat
diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang.

Arisan uang dilihat lebih banyak dipraktekkan dengan
alasan penggunaannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan
keinginan anggota yang berbeda-beda. Akan tetapi, disisi lain
model arisan uang ini mempunyai sisi kelemahan yaitu nilai
tukar uang yang diterima oleh para anggota arisan kemungkinan
tidak sama. Hal ini disebabkan misalnya karena inflasi dan
depresi apalagi jika perputaran dan penyesuaian arisan itu

memakan jangka waktu yang cukup lama.

Avrisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi

sudah berkembang pada arisan barang seperti arisan motor,

0 HilmanHadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, cet. 4, Bandung: PT

Citra Aditya Bakti, 1990, him. 39.
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arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga dan lain-lain
sesuai dengan keinginan para anggota arisan. Pada model arisan
barang ini biasanya ada kesepakatan bahwa setiap anggota akan
menerima barang yang sama atau sejenis karena pada saat
anggota menyepakati memiliki kebutuhan yang relative sama

dengan barang tersebut.
3. Manfaat Arisan

Arisan pada zaman sekarang ini telah menjadi bagian
dari gaya hidup masyarakat. Meskipun banyak yang berpendapat
kegiatan arisan tidak produktif dan membuang waktu. Padahal,
selain sebagai ajang kumpul-kumpul sebenarnya banyak manfaat

positif yang dapat diambil dari kegiatan arisan, diantaranya:

Memperluas jaringan
Ajang promosi

Latihan menabung

o o T @

Bertukar informasi

e. Melepas stres?

“'wildan Nurlaela Hidayah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek
Arisan Sistem Gugur Berhadiah, Skripsi S1 Muamalah Fakultas Syari’ah, UIN
Walisongo Semarang, 2015, 36-39.



